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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpilkan bahwa :  

1. Pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 terlaksana dengan baik, hal tersebut 

dapat dilihat dari 20 (dua puluh) responden yang mendaftarkan Tanah Hak 

Miliknya melalui PRONA di Desa Girisuko telah  mendapatkan sertipikat 

pada tanggal 5 Maret 2014 tanpa ada gugatan dari pihak ketiga. Sedangkan 

20 (dua puluh) responden di Desa Giripurwo belum mendapatkan sertipikat 

sampai pada peneliti selesai melakukan penelitian. Hal tersebut terjadi 

karena banyak pemohon yang melakukan peralihan tanah hak miliknya, 

lokasi tanah yang akan di daftarkan jauh dan letak tanahnya miring. 

2. Dari kedua desa yaitu Desa Girisuko dan Desa Giripurwo yang telah 

dilakukan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Girisuko 

telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Desa Giripurwo belum 

mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

warga yang tidak berdomisili di lokasi kegiatan PRONA dapat 

mendaftarkan tanah pekarangannya melalui PRONA, padahal dalam 

pelaksanaan PRONA yang dapat menjadi peserta PRONA adalah warga 

yang berdomisili di lokasi kegiatan PRONA untuk tanah pekarangan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar : 

1. Peserta PRONA harus lebih teliti lagi dalam memberikan data yang di 

butuhkan untuk proses pensertipikatan tanah melalui PRONA, agar tidak 

terjadi keterlambatan dalam penerbitan sertipikat. 

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 

a. Penyuluhan tentang pentingnya sertipikat lebih sering dilakukan, 

khususnya mengenai dampak dari tanah yang tidak memiliki sertipikat. 

Agar pemegang Hak Atas Tanah termotivasi untuk mendaftarkan Hak 

Atas Tanahnya. 

b. Dana untuk kegiatan PRONA di tahun-tahun berikutnya di tambah, agar 

golongan ekonomi lemah dapat mendaftarkan tanahnya. Karena sebagian 

besar warga yang belum ikut serta dalam kegiatan PRONA mengaku 

belum ada biaya untuk mendaftarkan Hak Atas Tanahnya. 

c. Memberi bekal pengetahuan kepada Panitia PRONA yang bertugas agar 

dapat memahami tentang tata cara pendaftaran tanah melalui PRONA. 
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